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Menimbang : a. bahwa dengan telan ditetapkannya Undang-undang
Nomor 54 Tahun 20u0 tentang Perubahan Undang- 
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan 
Daerih Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi 
Tenggara Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak 
Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan ;

b. bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan 
Diatas Air merupakan salah satu jenis palak 
Propinsi yang sangat potensial untuk 
memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli
daerah ;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud 
huruf a dan b tersebut diatas perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

: 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah 
dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara ,dengan 
mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun' 
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Selatan-Tenggara (lembaran Negara 
Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2687). - ,

2. Undang..... \

Mengingat



2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidcna (Lembaran 
Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209).

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembcon Negcra 
Nomor 3480).

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang 
Badan Penyelesaian Sengketc Pajak (lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5684).

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5685). sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5859).

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997
Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5691).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995
Tentang Kendaraan dan pengemudi (Lembaran 
Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5550).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Tentang Kewenanpan Pemerintah dan Kewenangan 
Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Ncmor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5952).

11. Keputusan.........
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Menetapkan

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 
dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan
Keputusan Presijen.

12. Peraturan Dcerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN ' RAKYAT DAERAH PROPINSI 
SULAWESI TENGGARA.

M E M U T U S K A N

: PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA
TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI
ATAS AIR

B A B  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Tenggara ;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Propins' Sulawesi Tenggara

5. Gubernur adalah Guoernur Sulawesi Tenggara; *'

4. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu 
yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan 
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang beriaku ;

5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan 
Propinsi Sulawesi Tenggara ;

6. Kendaraan ...A...,



Kendaraan Bermotc adalah Kendaraan yang 
digerakkan oleh peralatan teknis yang berada 
pada kendaraan itu.

Kendaraan diatas air adalah semua kendaraan 
yang digerakkan oleh peralatan tehnis berupa 
motor atau peralccan lainnya yang berfungsi 
yang mengubah suatu sumber daya energi tertentu 
menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor
yang bersangkutan yang digunakan Di Atas Air.

Pajak adalah Fajok Kendaraan Bermotor dan Pajak 
Kendaraan di Atas Air ;

Kendaraan Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor 
yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum 
cengan dipungut bayaran ;

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya 
disingkat PKB adalah Pajak yang dipungut atas 
kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan
bermotor ;

Pajak Lenaaraan di Atas Air adalah pajak yang 
dipungut atas kepemilikan atau penguasaan
Kendaraan di Atas Air ;

jenis Kendaraan Bermotor adalah Jenis Kendaraan 
Bermotor sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan 
Pemerintah Nomor 44 Tahun 1S95 yaitu meliputi 
sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, 
mobil barang dan kendaraan khusus ;

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang 
selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang 
digunakan oleh wajib pajck untuk melaporkan 
perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang 
menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan 
Daerah ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang 
selanjutnya disingkat SKPu adalah surat 
keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak
yang terutang ;

A
15, Surat..........



15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya oajak yang 
terutang, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokGk pajak besarnya 
sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus 
dibayar ;

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT 
adalah surat keputusan yang menentukan tambahan 
atas jumlah pajak yang ditetapkan;

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah kelebihan 
Pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak 
lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak 
seharusnya terutang ;

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang
selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang 
terutang sama besarnya dengan Kredit Pajak atau 
Pajak tidak terutang dan tidak naa kredit 
pajak ;

19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat STPD adalah surat untuk melakukan 
tagihan pajak dar. atau sanksi administrasi 
berupa Dunga dan atau denda ;

20. Isi silinder adalah isi ruang gerak pada mesin 
kendaraan bermotor ^ang dinyatakan dengan cc ;

21. Horse Power (WP) adalch tenaga gerak 
kendaraan di atas air yang menentukan besarnya
kekuatan Mesin ;

22. Tonase adalah jumlah isi ruang Kendaraan Di 
Atas ^ang dinyatakan dengan satuan m5.

B A B II

NAMA, OBJEK DAK SUBJEK PAJAK



Pasai 2

Dengan natna ^ajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 
Kendaraan ai Atas Air dipungut Pajak Kendaraan 
Bermotor dan Kendaraan di Acas Air.

Pasai 5

(1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan Di Atas Ai** adaia'n kepemilikan 
atau penguasaan atas kendaraan
bermotor dan atau kendaraan di Atas Air.

(2) Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas
Air sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 
kendaraan yang terdaftar dan/atau
beroperasi.

Pasal 4

Dikecualikan dari objek pajak adalah 
kepemilikan dcn/atau penguasaan kendaraan 
bermotor dan kendaraan diatas air oleh :

a. Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah 
Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan, dan 
Pemerintah Desa.

b. Kedutaan/konsulat Perwakilan Negara
Asing dan Perwakilan lembaga-lembaga
Internasional dengan azas timbal balik 
sebagaimana berlaku untuk pajak Megara.

c. Pabrikan atju importir, aialer/sub dialer 
yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan 
dan tidak dijual.

Pasai 5

(1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor dan 
Kendaraan di Atas Air adalah orang pribadi 
atau badan yang memiliki dan atau menguasai 
kendaraan bermotor dan/atau kendaraan
diatas air.

(2) Wajib pajak adaiah orang pribadi atau badan 
yang memiliki dan atau menguasai kendaraan 
bermotor aan/atau kendaraan diatas air.



Pasai 2

Dengan nama ^ajak Kendaraan Bermotor dan Pajak 
kendaraan di Atas Air dipungut Pajak Kendaraan 
Bermotor dan KendGraan di Atas Air.

Pasai 5

(1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan Di Atas Air adaiah kepemilikan
c.tau penguasaan atas kendaraan
bermotor dan atau kendaraan di Atas Air.

(2) Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas .
Air sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 
kendaraan yang terdaftar dan/atau
beroperasi.

Pa?al 4

Dikecualikan dari objek pajak adalah 
kepemilikan aan/atau penguasaan kendaraan 
bermotor dan kendaraan diatas air oleh :

a. Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah 
Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan, dan 
Pemerintah Desa.

b. Kedutaan/konsulat Perwakilan Negara
Asing dan Perwakilan lembaga-lembaga
Internasional dengan azas timbai balik 
sebagaimana berlaku untuk pajak Negara.

c. Pabrikan atju importir, aialer/sub diaier 
yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan 
dan tidak dijual.

Pasai 5

(1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor dan 
Kendaraan ai Atus Air adaiah orang pribadi 
atau badan yang memiliki dan atau menguasai 
kendaraan bermotor aan/atau kendaraan
diatas air.

(2) wajib pajak adaiah orang pribadi atau badan 
yang memiliki dan atau menguasai kendaraan 
bermotor aan/atau kendaraan diatas air

(5) Yang.



;5) Yang bertangguny jawGb atas pembayaran
pajak adaiah :

o. Untuk orang pribGdi adaiah orang yang
bersangkutan/kuasanya atau ahii 
warisnya.

b. untuk Badan adaiah Pengurus atau
kuasanya.

B A B U I

DASAR PENGENAAN PAJAK,
CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN BESARNYA PAJAK

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan pajak dihitung sebagai 
perkalian 2 (dua) unsur pokok ;

a. Nilai jual kendaraan bermotor dan/atau 
kendaraan diatas air.

b. Bobot yang mencerminkan secara relatif 
kadar kerusakan jcian dan pencemaran 
lingkungan akibat penggunaan kendaraan 
bermotor aan/atau kendaraan diatas air.

(2) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur 
dengan berpedoman pado Perhitungan Dasar 
Pengenaan Pajak yang ditetapkan oleh
Menteri Dainm Negeri.

(5) Dalam hai dasar Pengenaan Pajak sebagaimana 
dimaksud ayat (2) belum ada, Gubernur 
menetapkan Disar Pajak Penggunaan Kendaraan
Bermotor uan Pajak Kendaraan Di Atas 
Air dengan oerpedoman kepada arahan
Keputusan Menteri Dniam Negeri.

(4) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) dilaporkan kepada Menteri
Dalam wegeri.



Pasal 7

Tarif pajak ditetapkan sebcgai berikut t
a. untuk Kendaraan Bermotor bukan umum 1,5 %

(satu koma lima persen)
b. Untuk Kendaraan Bermotor Umum 0,5 % (nol

koma lima persen).
c. Untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat

dan alat-alat besar 0,5 % (nol koma iima 
persen) dari dasar pengenaan pajak.

Pasai 8

Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara
mengalikan tari' sebagaimana dimaksud dalam
Pajai 8 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau
Pasai 7.

B A B IV 

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasai 3

Wiiayan pemungutan odalan diwiiayah Daerah
y

B A B V

MASA PAjAK, SAAT PAJAK TERHUTANG 
DAN SUR^T PEMBERITAHUAN

Pasal 10

(1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya
sama dengan i (satu) bulan takwin.

(2) Tahun Pajak caaiah jangka waktu yang
iamanya 1 (satu) tahun takwin.

(5) Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 
(dua belas) bulan karena sesuatu hai
besarnya pajak yong terutang yang dihitung 
berdasarkan jumlah bulan yang berjalan.

(4) Kewajiban pajak lebih dari 15 (iima belas) 
hari setelan jatuh tempo dihitung satu
bulan penuh.
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Pasal 11

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD yang 
aisompaikon oien Pejabat yang ditunjuk.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
narus ditsi dengan jelos, benar dan lengkap 
serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau
orang diberi kuusa oiehnya.

(5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan ke Dinas Pendapatan paling 
lama :

a. Untuk kendaraan baru 14 (empat belas) 
hari sejck saat kepemilikan.

b. Untuk kendaraan bukan baru sampai dengan 
tanggal aengan berakhirnya masa pajak

c. 50 (tiga puluh) hari sejak tanggal
fiskai antar Daerah bagi kendaraan 
bermotor dan atau kendaraan diatas air 
yang pindah dari luar daerah.

(4 ) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan 
bermotor dan kendaraan diatas air dalam 
masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi
maupun pergantian mesin suatu kendaraan 
uermotor dan kendaraan diatas air wajib 
dilaporkan dengan menggunakan SPTPD.

(1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasai 12 
ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

0 . Nama dan alamat lengkap pemiltk ;
b. Jenis, merk, type, isi silinder, HP, isi 

kotor/tonase, tahun pembuatan, warna, 
nomor rangka, nomor mesin ;

c. Gandengan dor jumlah sumbu ;

(2) Bentuk, SPTPD seuogaimana dimaksud pada 
cyat (i) ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

Pasal 12

igrrr.-.-Ky.



B A B VI 

K2TETAPAN PAJAK 

Paso! 15

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud 
daium Pasai 12 ayat (i) pajak ditetapkan 
dengan menerbitkan SKPu atau dokumen lain

, yang dipersamakan.

(2) Bentuk, 5KPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

(1) Daiam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah
saat terutangnya pajak, Gubernur dapat
menerbitkan :

a. SKPOKB dalam hai :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaaan atau 
keterangan iain, pajak yang terutang 
tidak atau kurang dibayar.

2. Surat pemberitahuan pajak daerah 
tidok disampaikan kepada Gubernur 
aaiam jangka waktu tertentu dan 
setelah ditegur secara tertulis

5. Kewajiban mengisi surat pemberitahuan 
tidok dipenuhi pajak yang terutang 
dihitung secara jabatan.

b. SKPOKBT apabila ditemukan data beru dan 
atau data yang semula belum terungkap 
yang menyebaokan penambahan jumlah pajak
yang terutang.

c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang 
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak 
ateu pajak tidak terutang dan tidak ada 
kredit pajak.

(2). Jumlah



(2 ) Jumian kekurangan pajak yang terutang daiam
SKPDKB seiiugaimana aimaksua pada ayat (1) 
huruf o angka i dan angka 2 dikenakan 
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 
2 % ( dua persen) sebelum dihitung dari 
pajak yang kurang atau terlambat dibayar

i untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 
puluh empat) buian dihitung sejak saat 
terutangnya pajak.

(3) jumlah kekurangan pajak yang terutang
daiam SKPDKBT sebagaimana dimaksud padu
ayat (1) huruf b dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 100 
(seratus persen; dari jumlah kekurangan 
pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(5) tidak dikenakan apabila wajib pajak 
melaporkan sendiri sebelum dilakukan 
tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah .pajak yang terutang dalam SKPD.KB
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf â  
angka 5 dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh 
iima persen) dari pokok pajak ditambah
sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 % (duo persin) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.

Pasal 15

(1) Gubernur dapat menerbitkan Surat Tagihan
Pajak Daerah apabila :

a. Pajak daiam tenun berjalan tidok atau 
kurang dibayar ;

b. Dari hasii penelitian surat 
pemberitahuan pajak daerah terdapat 
kekurangan pembayaran sebagai akibat 
salah tulis dan atau salah hitung j



c. wajib pajak dikenakan sanksi 
adminsitrasi berupa bunga dan atau
denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang daiam 
surat tagihan pajak daerah sebagaimana 
dimaksud daiam ayat (1) huruf a dan huruf b 
ditambah dengan sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan 
untuk paling lama 15 (iima belas) bulart 
sejak saat terutangnya pajak.

(3) Tidak dibayar setelah jatuh tempo 
pembayaran dikenakan sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2% (duc persen) 
sebulan, ditagih melalui Surat Tagihan
Pajak Daerah.

(4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD 
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(1) Pajak harus dilunasi sekaligus dimuka untuk
masa 12 (dua belos) bulan.

(2) Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) 
bulan sejak diterbitkan SKPD,SKPDKB, 
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, 
Surat keputusan keberatan dan keputusan 
banding yang menyebabkan jumlah pajak yang 
harus dibayar oertambah.

(3) Gubernur atas permohonan wajib pajak 
setelan memenuni persyaratan yang 
ditentukan dapat memberikan persetujuan 
kepada wajib pajak untuk mengangsur atau 
menunda pembayaran pajak dengan dikenakan 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(4) Persyaratan dan Tata cara pembayaran 
angsuran atau penundaan ditetapkan oleh
Gubernur.

B A B VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 16



f

(5) Pembayaran diiakJkan di Kas Daerah atau 
tempat lain yang ditetapkan oien Gubernur.

Pasai 17

(1) Pojak yang terutang berdasarkan SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surut Keputusan Keberatan dan 
putusan banding yang tidak atau kurang 
dibayar oieh wajib pajak pada waktunya, 
dapat ditagih dengan surat paksa.

(2) Penagihan pajak dengan surat paksa 
aiiaksanckan dengan peraturan oerundang-
undangcn yang beriaku.

Pasai 18

(1) wajib pajak yang telah membayar lunas 
pajaknya diberi tanda pelunasan pajak dan
pening.

(2) Pening sebagaimana dimaksud ayat (1) harus 
ditempelkan pada kendaraan bermotor dan 
kendaraan diatas air, baik untuk kendaraan 
beroda empat atau lebih maupun <endarcan 
beroda dua atau tiga, termasuk kereta 
gandengarnya dan cempeiannya.

(5) Bentuk, tanda pelunasan pajak dan pening, 
se^ta cara penempelan pening ditetapkan 
dengan Keputusan Gubernur.

B A 3 VIII 

P E M B A G I A N 

Pasai 19

(1) Hasil penerimaan Pajak ditetapkan 
sebagai berikut :

a. untuk Pemerintah Propinsi sebanyak 70% 
(tujuh puluh persen) dari hasil 
penerimaan pcjak.



b. 2u% (dua puluh persen) diberikan untuk 
Kabupaten/Kota penghasil,

c. 10% (sepuluh persen) dibagi rata untuk 
Kabupaten/Kota iainnya tersebut pada
huruf a.

(2) Kepada Instansi pemungut dan instansi
terkait iainnya aiberikan upah pungut 5%
(lima persen) dari hasil yang disetor
ke Kas Daerah.

BAB IX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN 
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU 
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

(1; Gubernur karena jabatan atau atas
permohonan wajib pajak dapat membetulkan 
SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD 
yang daiam penerbitannya terdapat kesalahan 

t tulis kesalahan hitung dan atau kekeliruan 
dGiam penerapan peraturan perundang-
undangan Perpajakan Daerah.

(2) Gubernur dapat :

a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administrasi berupa bunga denda dan 
kenaikan pajak yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah, daiam nal sanksi tersebut
dikarenakan kehilafan wajib pajak atau 
bukan karena kesalahan wajib pajak.

b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan
pajak yang tidak benar.

(3) Persyaratan dan Tata cara pengurangan atau , 
penghapusan senksi administrasi dan 
pengurengan atau pembatalan ketetapan pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
dengan keputusan Gubernur.



B A B  X 

KEBERATAN DAN BANDING 

Pasal 21

(i) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan
kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk
atas suatu :

a. Surat ketetapan pajak daerah
b. Surat ketetapan pajak daerah kurang

bayar ;
c. Surat ketetapan pajak daerah kurang

uayar tambahan;
d. Surat ketetapan pajak daerah lebih

bayar ;
e. Surat ketetapan pajak daerah nihil

(2) Keberatan diajukan secara tertulis disertai 
aiasan-aiasan yang jelas.

(5) Daiam hai wajib pajak mengajukan keberatan 
atas ketptapan pajak secara jabatan, wajib 
pajak - harus anpat membuktikan ketidak 
benaran ketetapan pajak tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan daiam jangka waktu 
paling lena 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kecuali apabiia wajib pajak dapat 
menunjuka.i bahwa jangka waktu itu tidak 
dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannyG.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
<5) tidak dienggap sebagai surat keberatan 
sehingga tidak dipertimbangkan.

(G) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban 
membayar pajak dan peiaksanaan penagihan
pajak.



Pasal 22

(1) Gubernur, dalam jangka waktu paling lama 12 
(dua oeias) bulan sejak tanggai surat 
keberatan diterima, harus memberi keputusan 
atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat 
berupa menerima seluruhnya atau sebagian, 
menolak, atau menambah besarnya pajak yang 
terhutang.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud 
paca ayat (i) telah lewat dan Gubernur 
tidok memberi suatu keputusan keberatan 
yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Paso! 25

(1) wajib pajak dapat mengajukan permohonan 
banding hanya kepada Badan Penyelesaian 
sergketa t-ajak terhadap keputusan mengenai 
keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan secara tertulis daiam Bahasa 
Indonesia, dengan alasan yang jelas daiam ' 
jangka waktu 5 (eiga) bulan sejak keputusan 
diterima, dilampiri salinan dari surat 
keputusan tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda 
kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan 
penagihan pajak.

Pasai 24

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan 
banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, 
kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan 
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan daiam jangka waktu paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan.
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B A B XI

f
f

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN 

Pasai 25

(1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat 
memberikan keringanan pengurangan dan 
pembebasan pajak.

(2) Kendaraan yang dipergunakan sebagai 
ambuiance dan mobil jenazah dapat diberikan 
pembebasan dan atau keringanan pajak yang 
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan 
dan pembjbasan pajak kendaraan bermotor dan 
kendaraan ciaias air ditetapkan dengan 
Keputusan Gubernur.

B A B XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasai 26

(1) Wajib pajak auput mengajukan permohonan 
pengembalian Kelebihan pembayaran pajak 
kepada Gubernur secara tertulis dengan 
menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. nama dan riamat wajib pajak ;
b. masa pajak ;
c. besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
d. alasan yarn jelas.

(2) Gubernur daiam jangka waktu paling lama 12 
(c'ua belas) ouian sejak diterimanya 
permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (i) harus memberikan keputusan.

(5) Apcbiia jangka waktu sebagaimana dimaksud 
peda ayat (2) diiampaui Gubernur atau 
pejabat tidak memberikan keputusan, 
permohonan pengembciian kelebihan 
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan 
5KPDLB hGrus diterbitkan daiam waktu paling 

' lama 1 (satu) bulan.



(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak 
iainnya, kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih 
dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak 
diiakukan daiam waktu paling lama 2 (dua) 
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan 
menerbitkan surat perintah membayar
kelebihan pajak (SPMKP).

(6) Aparila pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) 
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB Gubernur 
atau pejaoat memberikan imbalan bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan atas 
keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasai 27

Apabila reiebihon pembayaran pajak 
diperhitung kan dengan utang pajak lainnya 
sebagaimana dimaksud daiam Pasai 28 ayat (4) 
pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah 
bukuan dan bukti pemindah bukuan berlaku 
sebagai bukti pembayaran.

B A B X I I I  

K E 3 A L U A R S A

Pasai 28

(1) nak untuk melakukan penagihan pajak 
kedaiuarse setelah melampaui jangka waktu 5 
(iima) tahun terhitung sejak saat 
ternutangnye pajak kecuali apabila wajib 
pajak meiaxukan tindak pidana dibidang 
perpajakan dae^an.

(2) Kea'aiuorsa penagihan pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayac (i) tertangguh apabila ;

a. diterbitkan rurat teguran dan surat
paksa atau ;



c. ada pengakuan utang pajak dari wajib 
pajak baik langrung maupun tidak

langsung.

B A B XIV 

P E M G A W A S A N

Pasai 29

Pengawasan atas pelaksanaan, ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini dilaksanakan oieh Kepala
Dinas Pendapatan dan Instansi terkait iainnya
yang ditunjuk ojcii t'-ubernur.

B A B XV ?'

DE^DA FISKAL

Pasai 5u

(1) Orang pribaci atau Badan yang 
memiliki/menguasai kendaraan bermotor dan 
atau kenaaraar, diatas air yung tidak 
mendaftarkan kendaraannya lebih dari 90 
(sembilan puiuh) hari berturut-turut 
dik'erruan sanksi denda sebesar 10% (sepuluh 
persen) dari pokok pajak setiac 
bulannya dan atau denda setinggi-tingginya 
100% (seratus persen) setahun dari pokok 
pajak,

(2) Apabila seteiah melampaui 1 (satu) tahun, 
sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas 
dikenakan denda 4 (empat) kali pokok pajak.

Pasai 31

(1) Wajib pajak yang menerima SKPDKB 
sebagaimana dimaksud pada Pasai 1E ayat (1) 
huruf a angka 1 dan 2, dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) ^ebuian dihitung dari pajak yang 
i-'urang atau terlambat dibayar untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puiuh empat) 
bulan dihitung sejak saat terutangnya 
pajak.

(2 ) wajib



(2) Wajib pajak yang menerima SKPDKBT
sebagaim-na dimaksud pada Pasai 15 ayat (1) 
huruf b, dikenakan sanksi administrasi 
berupa kenaikan sebesar 100% (seratus
p-ir^en) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut.

^5) K^naikar. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tidak dikenakan apabiia wajio pajak melapor 
sendiri sebelum dilakukan tindak
pemeriksaan.

(4) Jumlah uajak yang terutang dalam SKPDKB 
sebagaimana dimaksud Pasai 15 ayat (1) 
huruf a angka 3, dikenakan sanksi berupa 
kenaikan sebesar 25% (dua puluh iima 
persen) dari pokok pojak ditambah bunga 
sebenar 2% (dua persen) sebulan 
dihitung dari pajak yang kurang atau 
terlambnt dibayar untuk jangka waktu paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung 
sejak saat terutangnya pajak.

B A B XVI 

KETENTUAN PIDANA ;

?
Pasai 52

(1) Wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD atau 
mengisi tidak sesuci dengan keadaan yang 
sebenarnya sehingga merugikan keuangan 
daerah sebagaimana dimaksud Pasal 11 dapat 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama
8 (enam) bulan uan atau denda paling banyak
2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

(2) Tindak pidana yang dimaksud daiam ayat (1) 
pasai ini adaiah pelanggaran.



B A B XVII 

P E N Y I B I K A N 

Pasai 55

) Selain Penyidik POLRI, Pegawai Negeri Sipil 
tertentu dilingkungan Pemerintan Daerah 
'jiberi wewenang khusus untuk melakukan 
penyidikan terhadap tindak pidana dibidang 
perpajakan daerah sebagGimana dimaksud 
daiam unuang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang iiukutti Acara Pidana.

) wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) adaiah :

a. menerima, mencuri, mengumpulkan dan 
meneiiti keterangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana dibidang 
perpajakan daerah agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lengkap dan
jei(jj; ^

L', muneilti, mencari dan mengumpulkan 
keterangan mengenai orang pribadi atau 
badan tentang kebenaran perbuatan yang 
dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana perpajakan daerah tersebut ;

c. menerima keterangan dan bahan bukti 
orang pribadi atau badan sehubungan 
dengun tindak pidana dibidang perpajakan
duet u,; ;

d. menerima oukti-bukti, catatan-catatan
dan dokumen-dokumen iain berkenaan 
cengan tindak pidana dibidang perpajakan
jjbrun ;

e. ueiekukan penggeledahan untuk
mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, 
sertu melakukan penyitaan terhadap bahan 
bukti tersebut. ;

f. meminta.



f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana dibidang perpajakan daerah ;

a. menyuruh berhenti, melarang seseorang 
meninggalkan ruangan atau tempat pada 
saat pemeriksaan seaang berlangsung dan 
memeriksa identitas orang dan atau 
dokumen yong dibawa sebagaimana dimaksud 
pada huruf e ;

h, memotret seseorang yang berkaitan dengan 
tindak pidana perpajakan daerah ;

i. memanggil orang untuk didengar 
keterangannya dan diperiksa sebagai ;

j. menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk 
keiancaran penyidikan tindak pidana 
dibidang perpajakan daerah menurut hukum 
yang dapat dipertanggung jawabkan.

(5) Penyioik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)^ 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan 
menyamnaikan nasii penyidikannya kepada 
Penuntut umum melalui Penyidik POLRI sesuai 
dengan ketentuan yang diatur daiam Undang- 
undang womor B Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana. * /

B A B XVIII 

KETENTUAN PENUTUP 

rasai 34

Hai-nai yang belum diatur dalam Peraturan 
Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pcsai 55.



MOSGi

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan 
Daerah Propinsi Daerah lingkar. I Suiawesi Tenggara Nomor
1 Tahun 1998 t^ni.oag Pajak Kendaraan Bermotor, Lembaran 
Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Suiawesi. Tenggara Nomor
7 Tahun 1998 Geri A, tidak berlaku lagi, kecuali pajak 
yang ierhutang berda^arkun Peraturan Daerah itu.

Pasai 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
tanggai diundang?*an.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan t 
pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya 
daiam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara.

ditetapkan ai K e'*? a a r i 
Pada tanggal/ 2^'A^untus 2001

/  /, / '
/  ' -

6UB.ERNuR^5pL^wE&t TENGGARA

// / /
' '  J'

\ '* 'Y - , ,\\ y / L y} / A-
R. tA^^KAIriOEDDIN

Diundangkan di Kendari 
Pada Tanggai ' ' t

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI 
^  ^UtAWES? TENGGARA

K - .. -
^  t-rs. H. YOKtjYAMA SINAPOY

P3maiha'utama Goi. i v/e 
NIP. 590002565.--'

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA 
2001 NuiiGR R

sun,'perpes



P E N J E L A S A N

tentang
sumber

Otonomi
rumah

Saian satu sumber pendapatan Daerah dari pajak yang
ditetapkan berdasarkan undang-undang Nomor 54 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997^
adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan di Atas 
Air sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 54 Tahun 
2000, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah *!*ingkat i 
Suiawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan 
Bermotor p^riu disesuaikan dengan ketentuan tersebut dengan 
mengaturnya kembali dalami Peraturan Daerah yang baru.

f
Hai ini dimaksud untuk meningkatkan dan senantiasa 

menyesuaikan pengaturan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 
khususnya Pajak dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
yangiebih tinggi dan tidak oertentangan dengan ketentuan 
umum, aisamping untuk meningkatkan kinerja dan 
mengintensifkan pelaksanaan pemungutannya agar pelaksanaan 
pembiayaan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah yang 
bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya dari pajak 
daerah dapat lebih ditingkatkan, sejalan dengan semakin 
meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan pemberi oelayanan 
kepada masyarakat.

Dcti segi pelaksanaan Otonomi Daerah, pengaturan ini 
merupakan upaya memperkuat dan memacu perkembangan otonomi 
Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab,

II. PASAL....'*.

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGGARA 

NOMOR : g TAHUN 2001

T E N T A N G

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN 
KENDARAAN DIATAS AIR

i. u n u M

Sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 
Pemerintahan Daerah, Pojak merupakan salah satu 
Pendapatan Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan 
Daerah, daiam arti mampu mengatur dan mengurus 
tangganya sendiri .



II. PASAI BEMi PA5AL

MGSCi 1
Pasai 2 

Pasci 3 ayat 1.

uukup jeias.
Cukup jeias.

Yermasuk pengertian Kendaraan 
Bermotor antara lain semua 
kendaraan Beroda DuG atau lebih 
beserta gandengannya yang digunakan 
disemua jenis jalan darat, dan 
digerakkan oleh peralatan tennik 
berupa motor atau peralatan iainnya 
yang berfungsi untuk mengubah suatu 
sumber daya energi tertentu menjadi 
tenaga gerak kendaraan bermotor 
yang bersangkutan, termasuk alat- 
alat berat dan alat-alat besar yang 
bergerak.

ayat k

Pasai 4 nuruf a

uuKup jeias.

Kendaraan bermotor dan kendaraan 
diatas air milik Badan Usaho Milik 
Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 
iida.< diKecuaiikan sebacii objex
pajak.
Ketentuan tentang pengecualian 
i-^ngenaan pajak bagi Perwakilan 
Lembaga-lembaga Internasional, 
Kedutaan dan Konsulat Negara Asing 
berpedoman kepada keputusan Menteri 
Keuangan.

nuruf c

Pasai 5 ayat (1)

LuKup jelas.

Subyek Pajak adalah orang pribadi 
atau badan yang dapat dikenakan
pajak daerah.

ayat wajib Pajak adalah orang pribadi 
atau badan yang menurut ketentuan 
beraturan Perundang-undangan
per^ajakun doernh diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran pajak yang 
terutang, termasuk pemungutan atau 
pemotongan tertentu.



-  5 -

Pasoi 5 ayot (1;
huruf a

huruf b

ayat (2) 

Pcsai ? ayat (I)

Nilai jual kendaraan bermotor dan 
alat angkutan diatas air diperoleh 
beroasarkan harga pasaran umum 
minggu pertama bulan Desember tahun 
pajak sebelumnya. Harga pasaran 
umum adaiah harga yang diperoleh 
dari sumber data antara lain agen 
tunggal pemegang Merk (ATPM), 
Assosiasi penyalur kendaraan 
bermotor dan alat angkutan diatas 
air.

bBobot dinyatakan sebagai koefisien 
tertentu, koefisien sana dengan 
satu, berarti kerusakan jalan dan 
pencemaran lingkungan oleh 
kendaraan bermotor dan kendaraan
dialas cir tersebut dianggap masih 
daiam batas toleransi, koefisien 
lebih besar dari satu berarti
kendaraan bermotor tersebut dan
kendaraan diatas air membawah
pengaruh buruk terhadap kerusakan 
jaian dan pencemaran lingkungan.

Cukup jeias

uaser bpengenaan pajak kendaraan 
bermotor dan pajak alat angkutan
diatas air yang ditetapkan oleh 
Gubernur sebagaimana dimaksud ayat 
ini didasarkan pada ketentuan Pasal 
5 ayat (i), dengan bobot kendaraan 
bermotor dan kendaraan diatas air 
ditentukan sama dengan satu.

Lengan bketentuan bahwa daiam harga 
pasaran umum atas suatu kendaraan 
bermotor tidak diketahui, nilai 
juoi kendaraan bermotor dan alat ? 
angkutan diatas air ditentukan- 
berdasarken faktor-fator :

Aa. tsi.



a. Isi silinder don atau satuan
daya ;

n. Penggunaan kendaraan bermotor 
dan 'u ndaraan diatas air ;

c. jenis kendaraan bermotor dan 
kendaraan diatas air ;

d. Merx kendaraan bermotor dan 
kendaraan diatas air ;

e. Tahun pembuatan kendaraan 
bermotor dan kendaraan diatas 
air ;

f. Berai total kendaraan bermotor 
dan oanyaknyo penumpang yang
oiisikan ;

9 . Dokumen import untuk jenis 
kendaraan tertentu ; 

t . \!) /.

FuKtor faktor tersebut diatas tidak 
narus semuanya dipergunakan daiam 
menghitung niiai jual. Sedangkan 
booot sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 6 ayat (1) dihitung 
berdasarkan faktor-faktor :

o. Tekanan gandar, yang dibedakan 
atas jumlah sumbu/'As, roda dan
berat kendaraan ;

u. Jenis Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor dan Kendaraan di Atas 
Air yang dibedakan antara lain : 
soiar, bensin, gas, listrik atau
tenaga surya ;

c. Jenis penggunaan, tahun 
pembuatan dan ciri-ciri mesin 
;iari kendoraan bermotor dan 
kendaroan uiatas air. Jenis 
mesin kendaraan bermotor antara 
lain dapat dibedakan jenis mesin
2 tak atau 4 tak dan ciri-ciri 
mesin antara lain yang iuuu CC 
dan 2uuu CC.

Sedangkan, .t...

y



Ayat

Pasai

Pasai

Pasai

Pasai

Pasai

Pasai

Pasai

Pasai

Pasai

Pasai

Pasai

Pasai

Sedangkan penggunaan kendaraan 
bermotor dan kendaruan diatas air 
adaiah penggunaan sebagai kendaraan 
umum atau kendaraan pribadi.

Cukup jeias.

8 Cukup jeias.
ayat (2 ) don
ayat (3) Cukup jeias.

9 Cukup jeias.

10 Cukup jeias.

11 Cukup jeias.

12 Cukup jeias

13 ayat (1) Cukup jeias.

f
y

ayat (2) Bentuk dimaksud ayat (2) termasuk
uraian tulisan dan ukuran.

14 Cukup jelas

15 ayat (1) Cukup jeias.

ayat (2) Cukup jjias

ayat (3) Cukup ieias

ayat (4) Bentuk dimaksud ayat (2) termasuk
uraian tulisan dan ukuran.

13 Cukup jeias.

16 Cukup jeias.

17 Cukup jeias

18 ayat (1) Cakup jeias

ayat (2) Cukup jeias



Pasai 13 ayat (1) 
ayat (2) 
ayat (2)

Posoi 20 

Pasai 21 

Pasai 22 

Pasoi 23 

Pasal 24 

Pasai 25 

Posai 26

Pasol 27 

Pasal 28 

Pasal 29 

Pasai 3u 

Pasai 31 

Pasai 32

Bentuk dimaksud ayat (2) termasuk 
uraian tuiisan dan ukuran

Cukup jeios 
Cukup jeios
Bentuk dimaksud ayat (2) termasuk 
urGion tulisan dan ukuran.

Cukup ^ias

Cukup jeias

Cukup jelas

Cukup jeias

Cukup jeios

Cukup jelas

Gubernu'* dapat memberikan 
.^ririganan pengurangan dan' 
pembebanan pajak. Hai ini sifatnva 
fakultatif; jadi bulan merupakan 
suctu keharusan yang diberikan oleh 
Cunernur.
Sebab dalam pemberian keringanan; 
pengurangan dan pembebenan harus 
diatur dengan tata cara tersendiri.

Cukup jeias.

Cukup jsias.

Cukup jeias.

Cukup jeias.

Cukup je^as.

Dimaksudkan selain pengawasan . 
melekat yang dilakukan oleh Kepala 
Dinas Pendapatan, juga dapat 
dilakukan oleh Instansi terkait 
seperti Badan Pengawas Propinsi 
Sulawesi Tenggara dan Instansi 
Pengawas iainnya.
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55 Merupcran denda fiskal yakni
berbentuk penambahan ketetapan
pajak dengan suatu prosentase yang 
ditetapkan daiam peraturan pajak 
ini den narus dibayar kepada
uoeran.

34 Cukup jeias.

55 ,N'or;'!u yang ada merupakan hukuman
kurungan atau denda pidanc 
ie<anggcran tersebut diproses pada 
tingkjt penyelidikan, penyidikan
sampai pada tingkat penuntutan di 
pengadilan.

i'̂ n denda tersebut dibayarkan
kepada ^as Negara.

38 ' tukup jelas.


